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M. REZKY TENRI ANGKA (B 111 10 135), Tinjuan Kriminologis 
Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Kota Di Makassar  dengan 
Pebimbing I Prof. Dr. Muhadar dan Pembimbing II Hj. Nur Azisa, 
 
Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar 
khususnya di Polrestabes Makassar. Penelitian ini dapat pula dilakukan 
dengan studi kepustakaan Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data kualitatif yaitu data yang berupa keterangan-keterangan 
sumber-sumber data primer dan sekunder Dalam penyusunan skripsi ini, 
penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui metode: 
metode kepustakaan dan metode lapangan. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis deskriptif. 
 
Hasil dari penelitian ini Faktor-faktor yang melatarbelakang 
terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di Kota Makassar 
adalah Faktor Lingkungan, Faktor Alkohol, Faktor Teknologi ,Faktor 
Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama.Upaya dalam menanggulangi 
tindak pidana perkosaan terhadap anak di Kota Makassar adalah 1). 
Melalui upaya menanggulangi tindak pidana perkosaan terhadap anak di 
Kota Makassar, 2). Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga 
Permasyarakatan. 
 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis memberikan 
saran sebagai berikut Perlu adanya penyuluhan tentang hukum dan 
agama yang intensif sangat memudahkan masyarakat kearah pengertian 
yang lebih maju dan membawa pula pada kesadaran berpikir yang lebih 
baik. Setiap pelaku dapat diberi tindakan yang tegas dan dipidana berat 
agar dapat menjadi pelajaran bagi orang lain yang belum melakukannya 
Menjalin kerjasama kepada seluruh warga masyarakat agar kejahatan 
pemerkosaan anak dapat segera ditunggalangi. Kepada setiap orang tua 
dan aparat pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masa depan 
generasi muda agar dapat mengawasi setiap perkembangan dan 
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      BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah 
mempunyai hasrat untuk hidup teratur. Hasrat untuk hidup secara 
teratur tersebut dimiliki sejak lahir dan selalu berkembang di dalam 
pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh 
seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak 
lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang 
senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memelurkan 
perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan 
sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda tersebut. 
Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk b 
erperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan pedoman 
untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan 
suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan 
(Soerjono Soekarno, 1985:1). 
Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut, 
kemudian dikenal dengan sebutan norma/kaidah. Norma atau 
kaidah ini untuk selanjutnya mengatur diri pribadi manusia, 
khususnya mengenai bidang-bidang kepercayaan dan kesusilaan. 
Norma dan kaidah ini kemudian diaktualisasikan menjadi sebuah 
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hukum, dimana tujuannya tidak lain untuk mencapai suatu 
keserasian antara kepastian hukum itu sendiri dengan 
keseimbangannya pelecehan seksual yang menimpa dirinya, 
namun saat sekarang ini masih banyak anak-anak yang rentan 
terhadap kekerasan dan pelecehan seksual, khusunya 
pemerkosaan, baik dirumah tangga, jalan raya, sekolah oleh orang 
terdekat mereka, bahkan tidak jarang dilakukan oleh orang yang 
seharusnya melindungi dan menjaga mereka (Abdulsalam, 2012:1). 
Kasus tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap anak, 
acap kali kurang memperoleh perhatian publik, karena selain data 
dan laporan tentang kekerasan maupun pelecehan seksual  
memang nyaris tidak ada, juga karena kasus ini sering kali masih 
terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan masalah 
ini sebagai persoalan intern keluarga, dan tidak layak atau tabu 
untuk diekspor keluar. Padahal kalau mau jujur sebenarnya kasus 
tindakan kekerasan, eksploitasi, dan tindak kejahatan seksual 
terhadap anak tidak hanya terjadi dikehidupan jalanan di kota besar 
yang memang keras, di sektor industri atau dunia ekonomi yang 
bersifat eksploitatif, melainkan dapat ditemui di dunia pendidikan, 
kehidupan sehari-hari masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga 
yang secara normatif sering di katakana sebagai tempat paling 
aman bagi anak. 
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Di Indonesia telah banyak terjadi kasus pemerkosaan 
terhadap anak-anak, namun sampai saat ini belum ada data yang 
secara rinci mampu menunjukkan bagaimana sebenarnya 
gambaran peta permasalahan kasus ini. Kasus seperti ini umumnya 
jarang terekspos keluar, kemudian diketahui umum biasanya berkat 
peran dan keterlibatan media massa atau karena ada kejadian 
yang menghebohkan. Misalnya seorang ayah menimbulkan sakit 
yang dapat dilihat akibatnya oleh tetangga dan tidak menimbulkan 
kegaduhan, maka kejadian itu akan lewat dan menguap begitu 
saja.  
Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur masalah 
mengenai anak yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, dimana di dalam penegakan 
hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar 
mengenai pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak 
pidana terhadap anak. Namun, selama ini banyak berkembang 
pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku tindak pidana dan 
selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum 
terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya, 
ketika korban kemudian menuntut adanya pemberian ganti rugi, hal 
tersebut dianggap merupakan tindakan yang berlebihan. Padahal, 
pelaku tidak cukup hanya bertanggung jawab secara pidana tetapi 
juga bertanggung jawab secara keperdataan supaya semakin 
4 
menambah efek jera sekaligus bertanggung jawab secara pribadi 
kepada korban karena masalah keadilan dan penghormatan hak 
asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku tindak pidana 
saja tetapi juga korban tindak pidana. Adapun ketentuan yang 
mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana melalui 
penggantian kerugian dapat dilihat pada pasal 14c Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP, yang pada 
intinya menyatakan: dalam hal hakim menjatuhkan pidana 
bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana 
untuk mengganti kerugian, baik semua atau sebagian yang timbul 
akibat dari pihak pidana dilakukan. 
Aturan sudah ada, aparat banyak, namun tetap saja 
lembaga peradilan tidak menjadi pilihan utaman untuk 
menyelesaikan kasus ini. Pelaku pemerkosaan jarang atau bahkan 
tidak berhasil ditangkap. Pemerkosaan terjadi setiap waktu, 
korbannya tidak lain adalah balita perempuan bahkan belum bisa 
bicara. Beratnya ancaman sanksi berupa hukuman penjara 
tampaknya sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh pelaku. 
Ironisnya, meski dalam KUHP dan Undang-Undang jelas-jelas 
disebutkan adanya ancaman hukuman bertahun-tahun bagi pelaku, 
ternyata dalam berbagai kasus tindak pemerkosaan yang sempat 
disidangkan, vonis-vonis yang diketukkan hakim seringkali 
mengecewakan. Dinilai terlalu ringan dan tidak jarang bahwa 
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proses persidangan yang terjadi cenderung memojokkan dan 
mempermalukan korban. Dalam beberapa kasus pemerkosaan 
yang diselesaikan secara hukum, kadang-kadang mentah ditengah, 
karena pihak keluarga korban menarik pengaduannya, dan lebih 
memilih jalan kekeluargaan untuk menyelesaikannya, yakni 
menikahkan korban dengan pelaku dengan alasan untuk 
menghilangkan aib. 
Hal tersebut seperti yang telah diuraikan oleh penulis secara 
keseluruhan dapat diambil secara mendasar selaku landasan 
teoritis ialah bahwa dengan perlakuan yang tidak senonoh ataupun 
perbuatan-perbuatan yang dapat dikatagorikan kejahatan 
perkosaan utamanya terhadap korban yang masih dibawah umur 
jelas akan berimplikasi kearah akibat yang luas utamanya untuk 
masa depan si anak menjadi korbannya, ditambah lagi dengan 
berbagai kerumitan penanganan yang masih berantakan dan belum 
mencerminkan kepastian dan keadilan. 
Semakin meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual 
terhadap anak ini menimbulkan keinginan terhadap penulis untuk 
mengkaji faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual atau 
pemerkosaan terhadap anak, yang kemudian penulis tuangkan 
dalm skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Pemerkosaan Anak di Kota Makassar (Studi Kasus 
Tahun 2011-2014)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka penulis 
mengemukakan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Faktor-faktor apakah yang penyebab terjadinya kejahatan 
pemerkosaan anak di kota Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan 
anak di kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berangkat dari rumusan masalah di atas maka  adapun 
tujuan penulisan proposal ini adalah untuk memberikan jawaban 
atas rumusan masalah di atas, yaitu: 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab utama terjadinya kejahatan 
pemerkosaan anak di kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan 
pemerkosaan anak di kota Makassar. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Penulisan karya ilmiah ini diharapkan memberi manfaat 
sebagai berikut: 
1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 
hasil penelitian ini dapat disumbangkan sebagai panambah 
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khasanah penelitian di bidang Hukum Pidana, khususnya 
tentang faktor penyebab utama terjadinya kejahatan 
pemerkosaan anak dan upaya penanggulangannya. 
2. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
sarana untuk menambah wawasan mengenai faktor utama 
terjadinya kejahatan pemerkosaan, serta merupakan 
sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 
diperoleh di bangku kuliah dan di lapangan. 
3. Bagi peneliti lain hasil ini dapat digunakan sebagai bahan 
perbandingan dari hasil penelitian yang sejenis. 
4. Bagi pribadi Penulis, penelitian ini merupakan langkah awal 
dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan 
dalam menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas 











A. Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi 
1) Pengertian Kriminologi 
Disamping Ilmu hukum pidana, yang sesungguhnya dapat 
dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu 
tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan kriminologi. Kecuali 
objeknya berlainan, tujuannya pun berbeda. Objek ilmu hukum 
pidana adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau 
bertalian dengan pidana (hukum pidana positif), tujuannya agar 
dapat dimengerti dan digunakan dengan sebaik-baiknya serta 
seadil-adilnya. Sedangkan objek kriminologi adalah orang yang 
melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri, dan tujuannya agar 
dapat dimengerti apa penyebab utama si pelaku berbuat 
kejahatan. 
Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologis yang 
ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis 
Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti 
kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu 
pengetahuan, sehingga kriminologis dapat berarti ilmu tentang 
kejahatan atau penjahat (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2010:9). 
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Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda 
mengenai kriminologis ini. Diantaranya adalah Bonger (Topo 
Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:10), memberikan definisi 
kriminologi sebagai: 
Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala 
kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger 
membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang 
mencakup: 
 
1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang 
manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang 
merupakan bagian dari ilmu alam. 
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang 
kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya 
adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya 
kejahatan (etiologi sosial) 
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang 
kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian 
tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain 
ditujukan pada aspek kepribadiannya. 
4. Psipatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu 
ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau 
sakit sarafnya,atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri 
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh 
berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan 
manfaat penghukuman. Disamping itu terdapat 
kriminologi terapan berupa : 
 
a. Hygienekriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk 
mencengah terjadinya kejahatan. 
b. Politik criminal, yaitu usaha penanggulangan 
kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi 
c. Kriminalistik (policie scientific), yaitu ilmu tentang 
pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan 
pengusutan kejahatan.  
 
Bonger, dalam analisanya terhadap masalah kejahatan, 
lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa 
tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan. 
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Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:11) 
merumuskan kriminologisebagai keseluruhan ilmu pengetahuan 
yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The 
body of know ledge regarding crime as a sosial phenomenon). 
Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses 
pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas 
pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga 
cabang ilmu utama yaitu : 
1. Sosiologi Hukum  
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan 
diancam dengan suatu sanksi.Jadi yang menentukan bahwa 
suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini 
menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan 
perkembangan hukum (khususnya hukum pidana). 
2. Etiologi kejahatan.  
Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab 
musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis  etiologi 
kejahatan merupakan kejahatan paling utama. 
3. Penology. 
Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland 
memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha 
pengendalian kejahatan represif maupun preventif. 
 
Paul Moedigdo Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 
1996:24) memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah 
manusia. Paul Moedigdo Moeliono tidak sependapat dengan 
definisi yang diberikan Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-
akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun 
mempunyai adil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya 
kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh 
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masyarakat, akan tetapi adanya dorongan darisi pelaku untuk 
melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat 
tersebut. 
Wolfgang, Savitz dan Jonhston (Topo Santoso dan Eva 
Achjani Zulfa,2001:12), dalam The Sociology of Crime and 
Delinquency memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan 
ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk 
memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala 
kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara 
ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-
pola, dan faktor  faktor kausal yang berhubungan dengan 
kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap 
keduanya. Jadi objek studi kriminologi melingkupi : 
a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan 
b. Pelaku kejahatan 
c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap 
perbuatan maupunterhadap pelakunya. 
 
Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan 
baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi 
dari masyarakat. 
J. Contstant (A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010:2 ) 
memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab 
terjadinya kejahatan atau penjahat. 
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B. Pengertian dan Unsur-Unsur Kejahatan 
1. Definisi Kejahatan 
Istilah kriminal sudah lazim digunakan dalam ilmu hukum. 
Kata kriminal itu berasal dari kata Crimen yang berarti kejahatan. Di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pembedaan 
antara kejahatan dan pelanggaran, namun dewasa ini pemisahan 
ini sudah susah dipertahankan lagi. Contoh ialah rancangan KUHP 
baru yang tidak mengenal pelanggaran. 
Di Inggris dan Amerika digunakan istilah Criminal Act dan 
Criminal Intent. Criminal Act, yang menunjukkan sifat jahat dan 
tercelanya perbuatan, jauh lebih baik dari pada strafbaarfeit, yang 
di Indonesia diterjemahkan mayoritas sarjana dengan tindak 
pidana, tidak mungkin tindak dipidana. 
Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah 
perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat misalnya 
pembunuhan, pencurian, pemalsuan surat-surat, penyerobotan 
yang dilakukan oleh manusia. Sebenarnya pengertian kejahatan 
sampai sekarang belum terdapat batasan yang tepat, yaitu 
pengertian kejahatan itu sendiri masih sangat tergantung pada 
siapa, dimana dan waktunya pengertian dikatakan. 
Dengan perkataan lain, upaya untuk memutuskan atau 
mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir setua dengan 
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bidang ilmu itu sendiri. Sampai sekarang belum ada kata sepakat di 
antara para kriminologi tentang definisi kejahatan. Hal ini sesuai 
dengan pendapat J.E. Sahetapy sebagai berikut : 
Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu 
pengertian dan penamaan yang relative mengandung 
variabilitas dan dinamika serta bertalian dengan perbuatan 
atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh 
sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai 
suatu perbuatan anti sosial” (Muhadar, 2013:25) 
Akan tetapi untuk memudahkan uraian maka pengertian 
kejahatan sangat diperlukan, karena jika tidak diterapkan terlebih 
dahulu mengenai apa yang relevan, lebih-lebih apa yang penting. 
Disamping itu kejahatan merupakan sebagian dari masalah 
kehidupan manusia sehari-hari sehingga harus diberikan batasan 
tentang apa yang di maksud dengan kejahatan itu sendiri. 
Menurut Sutherland (Muhadar, 2013 :26) bahwa “ciri pokok 
dari kejahatan yakni perilaku yang dilarang oleh Negara, oleh 
karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan 
terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan pidana sebagai 
upaya pamungkas”. Menurut Richard Quine, bahwa “kejahatan 
adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan 
oleh alat-alat berwenang dalam suatu masyarakat yang secara 
politis terorganisasi, dengan begitu kejahatan adalah suatu yang 
diciptakan. 
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Masih banyak lagi pendapat para sarjana hukum dan ahli 
kriminologi yang mencoba mendefinisikan kejahatan, baik yang 
merumuskannya terlepas dari sudut yuridis sebagaimana 
dikemukakan oleh Thorstein Sellin, bahwa kejahatan, adalah 
pelanggaran norma-norma kelakuan yang tidak harus terkandung di 
dalam hukum. Jadi singkatnya kejahatan hanyalah suatu 
penamaan saja. 
1. Tinjuan Kejahatan Secara formal Yuridis (Hukum Pidana) 
Untuk memberikan pemahaman terhadap pengertian 
kejahatan secara formal yuridis, maka harus lebih dahulu 
mengemukakan pengertian dari delik. Istilah delik adalah berasal 
dari bahan latin, yaitu delicta, delictum, yang dalam bahasa 
Belanda diistilahkan sebagai Strafbaarfeit. 
Dari kata Strafbaarfeeit, para pakar hukum pidana di 
terjemahkan dengan berbagai istilah dan perumusannya pun sesuai 
dengan sudut pandang masing-masing menurut aliran-aliran dalam 
hukum pidana yang mereka anut. Ada yang menerjemahkan 
dengan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana, 
perbuatan pidana, tetapi ada pula yang memakai istilah dengan 
delik itu sendiri. 
Moeliatmo (Muhadar, 2013:27) menerjemahkan Strafbaafeit 
dengan perbuatan yang mencakup pengertian kejahatan dan 
pelanggaran dengan alasan sebagai berikut : 
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Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 
oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa 
melanggar perbuatan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan 
hukum dilarang dan diancaman pidana asal saja dalam pada 
itu diingat. Bahwa dilarang dan diancam pidana asal saja 
dalam pada itu diingat. Bahwa larangan ditujuh kepada 
perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan 
oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya 
ditujukan pada orang yang menimbulkan saran-saran yang 
bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. 
 
Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan termasuk delik 
atau perbuatan pidana, (kejahatan dan pelanggaran), maka 
dasarnya terkait pada asas legalitas (nullum delictum) 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP pidana 
sebagai berikut : 
1. KUHP Pidana sebagai berikut : 
Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas 
kelakuan ketentuan perundang-undangan pidana secara 
tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu. 
 
Jadi perbuatan itu harus memenuhi unsur delik (kejahatan 
dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam undang-undang hukum 
pidana dan apabila salah satu unsur tidak memenuhi maka itu 
dikategorikan bukan termasuk delik atau perbuatan pidana 
(kejahatan dan pelanggaran). Dengan demikian dapat pengertian 
kejahatan secara formal yuridis adalah suatu perbuatan yang 
langgar hukum atau perbuatan yang bertantangan dengan hukum, 
yang diancam pidana oleh undang-undang. 
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2. Tinjuan Kejahatan Secara Sosiologi  
Dari segi sosiologis, kejahatan juga merupakan obyek 
permasalahan yang senantiasa hadir dalam pembahasan. Berikut 
ini beberapa pendapat tentang pengertian kejahatan ditinjau dari 
segi sosiologis. Menurut Soeriono Soekamto (Muhadar, 2013:28) 
bahwa : 
Pada dasarnya, problem-problem sosial menyangkut nilai-
nilai sosial dan norma, problem-problem tersebut merupakan 
persoalan, oleh karena menyangkut tata kelakuan yang 
immortal, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak, 
oleh sebab itu problem-problem sosial tak mungkin ditelah 
tanpa mempertimbangkan ukuran masyarakat mengenai apa 
yang dianggap baik dan apa yang buruk. 
 
Emile Durkheim, sebagaimana disitansi oleh Harnani 
berpendapat bahwa “kejahatan merupakan suatu gejala yang 
normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterongitas 
dan perkembangan sosial dan oleh karena itu tidak mungkin dapat 
dimusnahkan sampai habis. Pandangan tersebut bahkan secara 
lebih tajam diungkapkan oleh Korn dan Mc. Corkie, yang dikutip 
oleh J.E. sahetapy, bahkan “kejahatan bukan hanya sekedar gejala 
normal disetiap masyarakat, melainkan suatu hal yang tak dapat 
diletakkan sebagai tuntutan kompleks keadaan masyarakat dan 
kebebasan individu”. Dari beberapa rumusan tersebut dapat 
dirangkaikan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial 
yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana sehingga oleh 
Negara ditantang dengan penjatuhan pidana. Jadi jelasnya secara 
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sosiologi kejahatan merupakan suatu bentuk tingkah laku, ucapan, 
perbuatan yang menginjak-nginjak nilai-nilai, norma-norma atau 
adat istiadat yang hidup didalam masyarakat yang secara 
ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan umum. 
2. Unsur-unsur Kejahatan 
Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan 
berdasarkan beberapa pertimbangan: 
a. Motif Pelakunya  
Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya 
sebagai berikut : 
1) Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya 
penyelendupan. 
2) Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan 
zinah, Pasal 283 KUHP. 
3) Kejahatan politik (political crime), misalnya perberontokan 
PKI, pemberontakan DI/TI, dll. 
4) Kejahatan lain0lain (misscelianeaous crime), misalnya 
penganiayaan, motifnya balas dendam. 
b. Berdasarkan Berat/Ringan ancaman Pidananya 
1) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut didalam 
buku ke-II (dua) KUHP, seperti penganiayaan, 
pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Golongan inilah 
dalam bahasa Inggris disebut felony. Ancaman pidana pada 
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golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur 
hidup, atau pidana penjara sementara. 
2) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut 
didalam buku ke-III (ketiga) KUHP, seperti saksi didepan 
persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus 
memberikan keterangan dengan bersumpah, dihukum 
dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau 
denda. Pelanggaran didalam bahasa Inggris disebut 
Misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya hukuman 
denda saja. 
c. Kepentingan Statistik 
1) Kejahatan terhadap orang (crime againt property), 
misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. 
2) Kejahatan terhadap harta benda (crime against property), 
misalnya pencurian, perampokan, dan lain-lain 
3) Kejahatan terhadap kesusialaan umum (crime againt 
public decency) misalnya, perbuatan cabul. 
d. Kepentingan Pembentukan Teori 
Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas 
kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses 
penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, tehnik-tehnik 
dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang 
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mempunyai nilai-nilai tertantu pada kelas tersebut. 
Penggolongannya adalah : 
1) Professional Crime, adalah kejahatan dilakukan sebagai 
mata pencarian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu 
untuk profesi itu. Contoh : pemalsuan tanda tangan, 
pemalsuan uang dan pencopetan. 
2) Organized Crime, adalah kejahatan yang terorganisir. 
Contoh pemerasan, perdangangan gelap narkotika, 
perjudian liar dan pelacuran. 
3) Occupational crime, adalah kejahatan karena adanya 
kesempatan. Contoh pencurian dirumah-rumah, pencurian 
jemuran, penganiayaan dan lain-lain. 
e. Unsur-unsur Pokok Untuk Menyebut Sesuatu Perbuatan 
sebagai Kejahatan 
Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada 
tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. 
Ketujuh unsur tersebut adalah: 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (HAM) 
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab 
Undang-Undang Pidana. Contoh misalnya orang dilarang 
mencuri, dimana larangannya menimbulkan kerugian 
tersebut telah diatur didalam pasal 362 KUHP (asas 
legatitas); 
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3. Harus ada perbuatan (criminal act) 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea) 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat 
6. Harus ada pebauran antara kerugian yang telah diatur 
didalam KUHP dengan perbuatan. 
 
C.  Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pemerkosaan 
1. Pengertian Pemerkosaan  
Pengertian pemerkosaan menurut tata bahasa yang biasa 
disebut pengertian sehari-hari sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Poerwadarminta (1984:741) adalah sebagai berikut : 
Pemerkosaan yaitu gagah, paksa, kekerasan. Memperkosa 
artinya menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan 
misalnya: negeri orang, gadis belum berumur, melanggar 
(menyerang dan sebagainya) dengan kekersan misalnya 
tindakan itu dianggap hukum telah ada, cap sebagai Negara 
berhak asasi manusia. Pemerkosaan perbuatan 
memperkosa, pengagahan dan kekerasan. 
 
Dari pengertian pemerkosaan tersebut di atas yang 
dikemukakan oleh Poewadarminta, untuk dapat diketahui bahwa 
pemerkosaan adalah perbuatan yang mengagahi dengan cara 
kekerasan. 
Pengertian pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam 
rumusan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
yang menentukan bahwa : 
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“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang wantia bersetubuh dengan dia diluar 
pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun” 
 
Jadi perbuatan yang diancam dengan pidana dalam pasal 
285 KUHP adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh 
dengan dia (laki-laki). 
Pembuat undang-undang menganggap tidak perlu untuk 
menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk 
bersetubuh, oleh karena bukanlah semata-mata paksaan itu oleh 
perempuan terhadap laki-laki dipandang tidak mungkin, akan tetapi 
justru perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan 
sesuatu yang buruk atau merugikan. Hal sebaliknya terjadi pada 
seseorang perempuan, dimana akibat persetubuhan dapat 
berakibat kehamilan terhadap perempuan tersebut. 
Selain diatur dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana 
tersebut diatur juga dalam Pasal 286 KUHP yang menentukan 
bahwa : 
“Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita 
diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam 
keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 
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Bertolak dari Pasal 286 KUHP tersebut dapat diketahui 
bahwa wanita yang disetubuhi berada diluar perkawinan dan diketahui 
dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. 
Mengenai pengertian pingsan atau tidak berdaya, menurut 
Soesilo (1980:84) adalah:  
“Pingsan artinya tidak sabar akan dirinya. Tidak berdaya 
artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, 
sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”. 
 
Menurut HOGE RAAD (Soesilo, 1980:181) dalam arrest nya, 
menjelaskan batasan persetubuhan sebagai berikut : 
Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan 
laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan 
untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki 
masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga 
mengeluarkan air mani. 
 
2. Jenis Pemerkosaan 
Kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi diberbagai belahan 
bumi, Variasinya cukup beragam. Secara teoritis menurut Mulyana 
W. Kusuma (1981:4), bahwa ada 6 jenis pemerkosaan yakni : 
1. Sadistic Rape (Pemerkosaan Sadistis) 
Pemerkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan 
agresif berpadu dalam bentuk yang merusak, Pelaku 
pemerkosaan telah menikmati kesenangan erotic bukan 
melakukan seksnya, melainkan melalu sarangan yang 
mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban. 
2. Angea Rape 
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Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas 
menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan 
geram dan marah yang bertahan. Disini tubuh korban seakan-
akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang 
memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, 
kesulitan dan kekecewaan hidupnya. 
3. Dononution Rape 
Yakni suatu pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba 
untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. 
Tujuannya adalah penaklukan seksual pelaku menyakiti korban, 
namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual. 
4. Seductive Rape 
Suatu pemerkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang 
merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada 
mulanya korban memutuskan bahwa keinginan personal harus 
dibatasi tidak sampai sejauh ke sanggama. Pelaku pada 
umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan oleh 
karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang 
menyangkut seks 
5. Victim Precipated Rape 
Yakni pemerkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan 
menempatkan korban sebagai pencetusnya  
6. Exploitation Rape 
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Pemerkosaan yang menujukkan bahwa setiap kesempatan 
melakukan hubungan seksual yang di peroleh laki-laki dengan 
mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita 
yang kurang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. 
Misalnya, pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, 
sedangkan pembantunya tidak dipersoalkan (mengadukan) 
kasus ini kepada pihak yang berwajib 
 
3. Unsur-Unsur Pemerkosaan 
P. A. F. Lamintang (1984:108), mengemukakan bahwa 
unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP tersebut 
diatas adalah sebagai berikut : 
1. Barangsiapa 
2. Dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan 
3. Memaksa 
4. Seorang wanita 
5. Bersetubuh dengan dia (laki-laki) diluar perkawinan 
 
Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Barangsiapa 
Barangsiapa yang dimaksudkan dalam hal ini ialah siapa 
saja (subyek hukum) yang melakukan perbuatan pemerkosaan. 
Subyeknya dalam hal ini hanya mungkin seorang laki-laki yang 
masih jantan (bukan impoten) ini dapat disimpulkan bahwa 
karena perbuatannya adalah bersetubuh dan korbannya 
seorang wanita. 
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Dalam pemeriksaan dipersidangan  pengadilan, barangsiapa 
dimaksud dalam hal ini ialah terdakwa yang diajukan ke muka 
pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak 
sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umu yaitu 
melanggar Pasal 285 KUHP. 
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai 
kekerasan  
Menurut S.R. Sianturi (1989:79), bahwa yang di maksud 
dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan adalah : 
Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap 
orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi 
si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Membuat 
seseorang yang di ancam menjadi ketakutan karena sesuatu 
yang merugikan dirinya, dengan kekerasan itu berupa 
penembakan ke atas, menodong senjata tajam sampai 
dengan mengutarakan akibat-akibatnya yang merugikan 
apabila tidak dilaksanakan. 
 
Undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan 
tentang istilah “memakai” ancaman “kekerasan” HOGE RAAD 
(Lamintang 1990 :111) dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 
5 Januari 1914 NK, 1914 halaman 1116 hanya mengisyaratkan hal-
hal sebagai berikut : 
a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu 
keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat 
menimbulkan kesan pada seorang yang diancam, bahwa 
yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan 
kebebasan pribadinya. 
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b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditunjuk untuk 
menimbulkan kesan seperti itu. 
Berdasarkan arrest-arrest HOGE RAAD tersebut diatas, 
berarti belum diperoleh penjelasan tentang apa yang sebenarnya 
dimaksud dengan ancaman dengan kekerasan atau ancaman akan 
memakai kekerasan, karena arrest-arrest tersebut hanya menjelaskan 
tentang caranya ancaman itu harus diucapkan. 
Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai 
tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan melainkan kekerasan 
itu dapat juga dilakukan dengan memakai sebuah alat hingga tidak 
diperlukan adanya pemakain tenaga yang kuat misalnya menembak 
dengan sepucuk senapan api, menjerat leher dengan seutas tali, 
menusuk dengan sebilah badik atau pisau dan lain-lainnya. Oleh 
karena itu mengancam akan memakai kekerasan itu harus diartikan 
sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam itu tidak bersedia 
memenuhi keinginannya pelaku untuk melakukan hubungan kelamin 
denga yang mengancam, maka ia akan melakukan sesuatu yang 
dapat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan 
nyawa orang yang diancam tersebut. 
Hoge Raad (Lamintang, 1990:112-113) dalam arrestnya 
tenggal 19 Oktober 1936 NJ, 1973 No. 163 antara lain telah 
memutuskan bahwa: 
Hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar 
akan melaksanakan maksudnya, demikian juga apakah 
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maksudnya itu benar-benar dapat dilaksanakan atau tidak. 
Hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang 
dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat sebagai 
ancaman akan memakai kekerasan, asalkan maksudnya 
jelas. 
 
Dalam kasus pemerkosaan, biasanya pelaku dengan 
memegang sebilah badik kemudian badik tersebut diletakkan dileher 
seorang wanita, lalu pelaku berkata “jangan meronta, berikan 
mahkotamu kalau tidak diberikan mahkotamu itu saya akan 
membunuhmu”. Dengan kata-kata ancaman itu yang disertai dengan 
alat sebilah badik, tentunya si korban/wanita tersebut tidak akan dapat 
berbuat apa-apa demi keselamatan jiwanya. 
4. Memaksa 
Pengertian memaksa menurut Sianturi (1983:83) adalah : 
Suatu tindakan yang memojokkan hingga tidak ada pilihan lain 
yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak si 
pemaksa. Dalam hai ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk 
mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih 
baik mati, luka-luka ataupun kesakitan dari pada mengikuti 
kehendak dari si pemaksa. 
 
Dalam hal ini harus dilihat atau dinilai secara kasistis 
kewajarannya, yaitu pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan 
kekerasan, pokoknya, akibat dari si pemaksa itu jika tidak 






5. Seorang wanita  
Unsur wanita dalam hal ini adalah perempuan yang 
disetubuhi itu belum terikat oleh suatu perkawinan yang sah 
menurut agama dan Negara. 
Pada kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur 
dalam KUHP menyebutkan adanya berbagai wanita antara lain : 
a. Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun 
(Pasal 287 ayat (2) KUHP). 
b. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun 
(Pasal 287 ayat (1) KUHP dan pasal 290 angka 3 KUHP). 
c. Wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 289 ayat (1) 
KUHP). 
d. Wanita pada umumnya 
 
6. Bersetubuh dengan dia (laki-laki) diluar perkawinan 
Menurut Sianturi (1983:321) yang di maksud dengan 
persetubuhan adalah: 
“Memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan wanita 
yang dapat menimbulkan kehamilan. Jika kemaluan si laki-
laki hanya menempel di atas kemaluan si perempuan. 
Tidaklah dapat dipandang sebagai persetubuhan, 
melainkan pencabulan dalam arti sempit yang diterapkan 
dalam pasal 289 KUHP”. 
 
Menurut A. Zainal Abidin Farid (2007:119) persetubuhan 
adalah: 
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Tidak di perlukan keluarnya air mani laki-laki, tetapi sudah 
cukup jika kemaluan laki-laki dimasukkan ke dalam 
kemaluan perempuan dengan alasan sebagai berikut : 
1. Pasal 285 KUHP tidaklah bertujuan untuk mencegah 
kehamilan tetapi bertujuan melindungi perempuan dari 
nafsu kebinatangan laki-laki 
2. Bertentangan dengan rasa keadilan (berkepribadian 
bangsa Indonesia) bilamana hal yang demikian tidak 
dapat dihukum sebagai pemerkosaan (hanya dihukum 
sebagai mencoba memperkosa). 
 
Penulis cenderung mengertikan persetubuhan sesuai apa 
yang dikemukakan oleh A. Zainal Abidin di atas dengan alasan 
bahwa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai kepribadian 
yang luhur dan suci yang tidak dimiliki oleh Negara manapun juga. 
Demikian juga perbuatan bersetubuh dipandang sebagai telah 
terjadi, jika seseorang telah memasukkan kelaminnya kedalam 
vagina seorang wanita, dalam hal ini tidak diisyaratkan dengan 
adanya ejaculationeminis.  
Pasal 285 KUHP tidak menghendaki adanya 
persinggungan alat kelamin saja melainkan juga timbulnya akibat 
berupa dimasukkan penis pelaku ke dalam vagina si wanita korban. 
Dengan kata lain, tindak pidana memperkosaan yang diatur dalam 
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Pasal 285 KUHP itu sebenarnya merupakan delik materil yang baru 
dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut 
tenyata telah terjadi. 
Apabila pelaku ternyata tidak berhasil memasukkan 
penisnya ke dalam vagina korban, misalnya karena korban telah 
meronta-ronta, maka pelaku dapat dipersalahkan telah melakukan 
suatu percobaan yakni melanggar Pasal 53 ayat (1) Pasal 285 
KUHP dan sesuai dengan kententuan pidana yang diatur dalam 
Pasal 53 ayat (2) KUHP, Majelis Hakum dapat menjatuhkan pidana 
penjara paling lama delapan tahun lagi pelaku/terdakwa yakni 
sesuai dengan pidana pokok terberat diancam dalam pasal 285 
KUHP dikurangi dengan sepertiganya. 
Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan, 
tentang bilamana suatu permulaan tindakan pelaksanaan. Akan 
tetapi di dalam doktrin yang telah membuat perbedaan antara yang 
disebut “voorveridingshandelingen” atau tindakan Persiapan 
dengan “iutvoerringshandelingen” atau tindakan pelaksanaan.  
Suatu tindakan untuk melakukan kejahatan tidak membuat 
pelakunya dapat dipidana karena percobaan untuk melakukan 
kejahatan tersebut pelaku dipidana yakni jika yang ia lakukan itu 
ternyata telah melakukan suatu permulaan tindakan pelaksanaan 
dari kejahatan yang bersangkutan. 
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Mengenai tindakan pelaksanaan, menurut Simons 
(Lamintang 1990:117, adalah : 
“Pada delik-delik material suatu begin van 
uitvoeringshandelingen itu baru dapat dipandang sebagai 
telah terjadi, yakni jika pada suatu saat tertentu perbuatan 
yang dilakukan seorang pelaku itu menuntut sifatnya secara 
langsung dapat menimbulkan akibat, yang tidak dikehendaki 
oleh undang-undang tanpa pelakunya itu perlu melakukan 
sesuatu perbuatan yang lain”. 
 
Berdasarkan pendapat Simons tersebut diatas dapat 
dipahami bahwa perbuatan –perbuatan seperti mungunci pintu 
kamar, mengejar-ngejar korban, menyakiti korban, bahkan juga 
melepaskan pakaian korban kecuali celana korban, belum dapat 
dipandang sebagai suatu begin van uitvoeringshandellingen 
(permulaan tindakan pelaksaan), melainkan baru merupakan 
voorveridingshandelingen (tindakan persiapan), karena untuk 
menimbulkan akibat berupa dimasukannya penis pelaku kedalam 
vagina korban itu, pelaku masih perlu melakukan perbuatan-
perbuatan yang lain, tidak-tidaknya masih perlu melepaskan celana 
korban.  
Perbuatan menarik lepas pakaian yang dikenakan oleh 
seorang wanita dan kemudian meraba-raba alat kelaminnya untuk 
memaksa wanita tersebut mengadakan hubungan kelamin dengan 
dirinya merupakan tindakan-tindakan pelaksanaan dan bukan 
merupakan tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan 
kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. 
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Undang-undang mensyaratkan bahwa perbuatan 
mengadakan hubungan kelamin yang dipaksakan oleh pelaku itu 
harus dilakukan di luar perkawinan. Dengan demikian pula setiap 
perbuatan mengadakan hubungan kelamin antara wanita yang 
dilakukan dalam perkawinan itu tidak akan pernah merupakan 
tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan. 
Ada begitu banyak kasus pemerkosaan, sering ditemukan 
kasus pemerkosaan yang di dalamnya terkandung dari satu jenis 
pemerkosaan. Tingkat kekekrasan dan akibat yang ditimbulkan dari 
berbagai jenis pemerkosaan tersebut tentunya berbeda-beda. Oleh 
karena itu, hukuman yang di jatuhkan pada pelaku seharusnya juga 
berbeda-beda. Persoalannya terletak pada proses pembuktian 
sehingga suatu kasus dapat didentifikasikan secara menyakinkan 
tergolong satu jenis pemerkosaan, sedang kasus ini tergolong jenis 
lain pula. 
D.  Anak  
1. Pengertian Anak 
Beberapa pendapat mengenai pengertian anak yang 
dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu : 
Menurut Zakaria Ahmad Al Barry (Maidin Gultom, 2008:31), 
mengatakan bahwa dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk 
berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, 
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muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang 
wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 
(dua belas) tahun dan putri berumur 9 (sembilan) tahun. 
Menurut Sugiri (Maidin Gultom, 2008:32), mengatakan 
bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan 
perkembangan, orang itu  masih menjadi anak dan baru menjadi 
dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, 
jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan 
menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 
20 (dua puluh) tahun laki-laki, seperti halnya Amerika, Yugoslavia, 
dan Negara-negara Barat lainnya. 
Menurut Zakiah Darajat (Maidin Gultom, 2008:32) 
mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa 
berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa usia 9 (sembilan) 
tahun antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) 
tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara 
masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami 
pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi 
anak-anak baik bentuk badan, sikap cara berpikir dan bertindak, 
tetapi bukan puola orang dewasa. 
Menurut Hilman Hadikusuma (Maidin Gultom, 2008:32) 
mengatakan bahwa menarik batas antara belum dewasa dan sudah 
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dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya 
walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan 
perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah 
melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia 
belum berwewenang kawin. 
Memperhatikan uraian-uraian di atas mengenai pengertian 
anak yang belum dewasa menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan dikaitkan dengan beberapa pendapat dari para 
ahli ilmu hukum, maka dapat dikatakan bahwa pengertian anak 
yang belum dewasa adalah seseorang yang berusia di bawah 18 
(delapan belas) tahun serta termasuk anak yang berada dalam 
kandungan dan belum pernah menikah. 
Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang anak: 
a) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Anak, 
b) UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 
c) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 
d) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
 Khusus dalam kaitannya anak sebagai korban kejahatan, 
diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak. 
35 
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak adalah seorang anak yang belum beusia 18 
(delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
Menurut Pasal 1 butir 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia (HAM) pengertia Anak adalah Setiap manusia 
yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum 
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 
tersebut demi kepentingannya. 
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah 
konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan faktor seperti kondisi 
ekonomi, sosial politik dan budaya masyarakat. Dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan 
yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai 
faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar 
pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang 






2. Hak-Hak Anak 
Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi 
manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari 
instrument internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi Hak 
Anak merupakan instrument yang berisi rumusan prinsip-prinsip 
universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak 
yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai hak asasi 
manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik 
serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. 
Dalam Konvensi Hak Anak yang berisi ketentuan-ketentuan 
substantif menyangkut hak anak terdapat dalam Pasal 1-41. 
Prinsip-prinsip umum berisi empat prinsip Konvensi Hak 
Anak, yaitu: 
1. Nondiskriminasi (Pasal 2) 
2. Kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3) 
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 
(Paasal 6), dan 
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12). 
  
Adapun lima kelompok terakhir yang menyangkut hak-hak 
anak, yaitu: 
1. Hak-hak sipil dan kemerdekaan : terdiri atas hak anak atas : 
- Hak untuk mempertahankan identitas 
- Kebebasan berekspresi 
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- Kebebasan berpikir 
- Berhati nurani dan beragama  
- Kebebasan berserikat dan berkumpul dengan damai 
- Perlindungan atas kehidupan pribadi (privacy) 
- Hak untuk bebas dari penyiksaan 
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti terdiri atas: 
- Bimbingan dan tanggung jawab orang tua 
- Hak anak yang terpisah dari orang tuanya 
- Berkumpul kembali bersama keluarganya  
- Pengalihan tangan secara illegal dan anak yang 
terdampar diluar negeri 
- Pemulihan dan pemeliharaan anak 
- Anak yang terenggut dari lingkungan keluarga 
- Adopsi 
- Peninjauan berkala atas penempatan anak 
- Serta kekerasan dan penelantaran dalam keluarga 
3. Kesehatan dan kekerasan dasar meliputi : 
- Anak-anak cacat 
- Kesehatan dan pelayanan kesehatan 
- Jaminan sosial 
- Serta pelayanan dan fasilitas perawatan anak 
4. Standar kehidupan meliputi : 
- Pendidkan 
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- Termasuk latihan dan bimbingan 
- Keterampilan tujuan pendidikan 
- Waktu luang 
- Rekreasi 
- Dan kegiatan kebudayaan 
5. Langkah-langkah perlindunngan khusus terdiri atas : 
- Anak yang didalam keadaan darurat 
- Pengungsi anak 
- Anak dalam konflik bersenjata 
- Anak yang  terlibat dengan system administrasi 
- Pengadilan anak yang meliputi ; 
 Administrasi pengadilan anak 
 Perenggutan kemerdekaan 
 Penjatuhan hukuman terhadap anak 
 Pemulihan fisik dan psikologis termasuk renintegrasi 
sosial 
Selanjutnya, anak dalam keadaan eksploitsi meliputi : 
- Ekploitasi ekonomi 
- Penyalahgunaan obat narkotika 
- Ekploitasi dan kekerasan seksual 
- Penjualan, perdagangan, dan penculikan anak, serta 
ekploitasi dalam bentuk lainnya 
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- Anak-anak kelompok minoritas dan suku terasing 
Mengenai ketentuan umum mengenai hak-hak anak dalam 
Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi : 
1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (Survival Rights) 
Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk 
melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk 
memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-
baiknya. Konsekuensinya menurut Konvensi Hak Anak Negara 
harus menjamin kelangsungan hak hidup, dan perkembangan anak 
(Pasal 6). Disamping itu, Negara berkewajiban untuk menjamin hak 
atas taraf kesehatan tertinggi yang biasa dijangkau dan melakukan 
pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan 
kesehatan primer (Pasal 4). Hak anak akan kelangsungan hidup 
meliputi : 
 Hak anak untuk mendapatkan nama dan 
kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7) 
 Hak untuk memeproleh perlindungan dan 
memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak 
(nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga), 
(Pasal 8) 
 Hak anak untuk hidup (Pasal 9) 
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 Hak anak untuk memperoleh kembali perlindungan 
dari segala bentuk perlakuan (abuse) yang dilakukan 
orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab 
atas pengasuhan (Pasal 10) 
 Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi 
anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan 
menjamin pengusahaan keluaraga atau penempatan 
institusional yang sesuai dengan pertimbangan latar 
budaya anak (Pasal 20) 
 Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi 
kepentingan terbaik anak, dengan segala 
perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang 
berwenang (Pasal 21) 
 Hak-hak anak penyandang cacat (disabled) untuk 
memperoleh pengasuhan, pendidikan, pelatihan 
khusus yng dirancang untuk membantu mereka demi 
mencapai tingkat kepercayaan diri yang tertinggi 
(Pasal 23) 
 Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang 
memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27-28) 
2. Hak terhadap Perlindungan (Protection Rights) 
Hak perlindugan yaitu perlindugan anak dari diskriminasi, 
tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak 
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mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan 
dari diskriminasi, termasuk anak penyandang cacat untuk 
memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, sert hak 
anak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan 
masyarakat Negara. Perlindungan dari eksploitasi meliputi : 
 Perlindungan bagi gangguan kehidupan pribadi 
 Perlindungan dari keterlibatan pekerjaan yang 
mengancam kesehatan, pendidikan, dan 
perkembangan anak 
 Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan 
narkoba 
 Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, 
prostitusi, dan pornografi 
 Perlindungan bagi upaya penjualan, penyelundupan, 
dan penculikan anak 
 Perlindungan  dari proses hukum bagi anak yang 
didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran 
hukum 
3. Hak untuk Tumbuh dan Berkembang (Development Rights) 
Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan 
(baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mendapat standar 
hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual,  moral, 
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dan sosial anak. Hak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 
Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa :  
 Negara menjamin pendidikan dasar dan menyediakan 
secara cuma-cuma 
 Mendorong macam-macam bentuk pendidikan dan 
mudah dijangkau oleh setiap anak 
 Membuat informasi dan bimbingan dan keterampilan 
bagi anak, dan 
 Mengambil langkah-langkah untuk mendorong 
kehadirannya secara teratur disekolah dan 
mengurangi angka putus sekolah 
Terkait dengan itu, juga meliputi : 
 Hak untuk memperoleh informasi 
 Hak untuk bermain dan rekreasi 
 Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya 
 Hak untuk kebebasan berfikir dan beragama 
 Hak untuk mengembangkan kepribadian 
 Hak untuk memperoleh identitas 
 Hak untuk didengar pendapatnya, dan 
 Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan 
dan fisik 
4. Hak untuk Berpartisipasi (Participation Rights). 
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Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan 
pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang 
terkait dengan itu meliputi : 
 Hak untuk berpendapat dan memperoleh 
pertimbangan atas pendapatnya 
 Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta 
untuk mengekspresikan 
 Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan 



















A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar 
khususnya di Polrestabes Makassar. Penelitian ini dapat pula 
dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun perpustakaan tempat 
penulis melakukan penelitian yaitu perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kualitatif yaitu data yang berupa keterangan-keterangan. 
Adapun sumber data yang digunakan adalah : 
1. Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang terkait 
dengan penelitian ini, yang kemudian dapat disajikan sebagai 
suatu kesimpulan. 
2. Data Sekunder 
Yaitu data yang melalui penelusuran dari bahan-bahan pustaka 




C.  Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan 
informasi yang dibutuhkan melalui metode: 
1. Metode Penelitian Kepustakaan 
Metode ini merupakan upaya untuk mendapatkan data-data 
sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa tulisan-tulisan 
ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori para ahli 
melalui berbagai media. 
2. Metode Penelitian Lapangan 
Adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan 
penelitian langsung di lapangan melalui proses wawancara 
atau pembicaraan langsung terhadap pelaku kejahatan tindak 
pidana pemerkosaan anak.  
 
D. Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu 
menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan 
kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan 
kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Pendekatan yang 
dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan 




HASIL  DAN PEMBAHASAN  
 
A. Faktor-faktor Yang Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Pemerkosaan Anak di Kota Makassar 
Untuk menguraikan kejahatan pemerkosaan anak di Kota 
Makassar, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu kejahatan 
pemerkosaan anak yang terjadi secara umum. 
Untuk melengkapi penulisan hal tersebut, penulis telah 
melakukan penelitian dan telah memperoleh data kualitatif dari 
pelaku kejahatan pemerkosaan anak sesuai dengan studi kasus 
dalam penulisan skripsi ini, para pelaku pemerkosaan anak lainnya, 
dan penegak hukum serta didukung pula data dari tokoh masyarakat 
terkait dengan kejahatan pemerkosaan anak. Adapun sumber-
sumber data kualitatif di Polrestabes Makassar, akan memberikan 
suatu gambaran yang nyata tentang keadaan atau jumlah kejahatan 
pemerkosaan yang terjadi dalam wilayah hukum instansi masing-
masing. Untuk lebih lengkap atau jelasnya kejahatan pemerkosaan 
dibawah umur yang terjadi selama 4 (empat) tahun di atas 





1. Data Polrestabes Makassar 
Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengetahui data yang 
paling lengkap dapat diketahui data statistik pada instansi-
instansi terkait sesuai lakukan, dalam hal ini penulis melakukan 
penelitian di Polrestabes Makassar. Hal ini disebabkan karena 
paling tepat untuk mengetahui segala jenis kejahatan maupun 
pelanggaran yang terjadi dalam wilayah hukum karena terkait 
erat dengan proses yang dilakukan baik dari proses pengaduan, 
penyelidikan, penangkapan hingga proses pelimpahan.  
Sehubungan hal diatas, maka untuk mengetahui keadaan 
kejahatan pemerkosaan yang terjadi di Kota Makassar 
khususnya diwilayah hukum Polrestabes Makassar selama 4 
(empat) Tahun yakni dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dapat 
dilihat tabel dibawah ini :  
Tabel 1 
 Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Terjadi Di 









2011 16 14 
2012 17 12 
2013 11 8 
2014 7 3 
Jumlah 51 37 
Sumber data Polrestabes Makassar Tahun 2011-2014 
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Tabel tersebut diatas memberikan gambaran yang jelas tentang 
keadaan kejahatan pemerkosaan anak yang terjadi selama kurun 
waktu 4 (empat) tahun terakhir 2011-2014. 
Tabel diatas menunjukkan bahwa kasus pemerkosaan terhadap 
anak cukup besar, meskipun menurut keterangan penyidik 
Polrestabes Makassar kasus-kasus ini hampir separuhnya dilaporkan 
sebagai kasus pencabulan, tapi ketika sampai di Kejaksaan di tuntut 
sebagai kasus Pemerkosaan karena dari posisi kasus dan pasal yang 
dituntutkan, menunjukkan bahwa kasus tersebut adalah kasus 
pemerkosaan Tidak hanya itu sebagian dari kasus yang dilaporkan 
tidak  jarang diselesaikan secara damai. Terlihat dalam tabel ini 
bahwa kasus ini fluktuatif, artinya bahwa kasus tersebut jumlahnya 
tidak sama tahunnya, kadang banyak, kadang sedikit. Artinya kasus 
tersebut selalu ada dan terjadi setiap tahunnya, menunjukkan bahwa 
walaupun kota kecil, tingkat kejahatan pemerkosaan anak di Makassar 
sudah seperti kota-kota besar, sehingga bagi penulis sudah sampai 
pada taraf mengkhawatirkan.  
Dan tabel juga terlihat bahwa di tiap tahun, tidak semua kasus 
yang masuk ke polrestabes Makassar diteruskan hingga ke Kejaksaan 
dan Pengadilan. Hal ini menurut bapak Brigadir Mustaqim pada 
bagian PPA Polrestabes Makassar dikarenakan banyak faktor, dari 
penerikan laporan sampai pada tidak terbuktinya laporan yang 
diadukan terhadap terlapor, yang disebabkan oleh adanya pertemuan 
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keluarga pelapor dan pihak terlapor untuk menyelesaikan masalah ini 
tanpa melalui proses hukum. 
Jadi Polrestabes Makassar dapat menyelesaikan kasus sampai 
80% setiap tahunnya. Dalam arti semua kasus pemerkosaan yang 
diterima penyidik dari tahun tersebut diatas sebagian besar sudah 
dilimpahkan ke penuntut umum untuk diproses lebih lanjut.  
Menurut penulis, bahwa setelah menelitih data kepolisian 
tersebut, dengan sendirinya dapat ditarik kesimpulan bahwa apakah 
penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Polrestabes Makassar 
sudah memperlihatkan keberhasilan sebagai dari pelaksanaan tugas 
sebagai penyidik, dimana semua kasus pemerkosaan anak yang 
terjadi selama 4 (empat) tahun terakhir telah diproses. Adapun yang 
tidak diproses lebih lanjut bukan diakibatkan oleh pihak kepolisian, 
melainkan adanya pertemuan pra penyelidikan dari kedua belah pihak 
untuk tidak meneruskan proses pemeriksaan lebih lanjut.  
Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang 
sangat menakutkan bagi wanita. Sasarannya bukan hanya para 
wanita dewasa saja tetapi anak-anak perempuan yang masih dibawah 
umur, murid sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama pun seringkali menjadi korban pemerkosaan. 
Menurut Iptu Erwin Tatumang selaku KAUR bin Ops. Satuan Reskrim 
di Kepolisian Resort Makassar dalam wawancara penulis 6 Oktober 
2014 mengatakan bahwa : 
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“Sebenarnya kasus kesusilaan baik beupa perzinaan maupun 
pemerkosaan pasti banyak terjadi dalam wilayah Kota Makassar, 
hanya saja korban marasa malu untuk melaporkannya ke pihak yang 
berwajib sehingga kasus yang demikian hilang dalam sendirinya, hal 
ini biasa dibuktikan seperti halnya bayi yang ditemukan disungai atau 
ditemukan di tempat-tempat lainnya dengan tujuan agar tidak 
ditemukan orang lain sebagai bukti kejahatannya sehingga ia tidak 
dapat dihukum. Hal ini dikarenakan kejahatan pemerkosaan khusunya 
pemerkosaan anak, berbeda dengan jenis kejahatan lainnya seperti 
pencurian, pengeroyokan, pembunuhan dan lain sebagainya”. 
 
Dari sudut pandang sebagai  korban dari kejahatan 
pemerkosaan mereka menganggap bahwa apa yang terjadi padanya 
bukanlah kejahatan biasa namun mereka menganggap hal tersebut 
adalah suatu aib besar yang tidak mungkin ia sebarkan kepada orang 
lain sehingga mereka tidak ingin melaporkannya ke pihak yang 
berwajib. 
Sehubugan dengan hal diatas, maka untuk mengetahui 
seberapa besar perbedannya kejahatan pemerkosaan khususnya 
pemerkosaan anak dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya yang 
terjadi di Polrestabes Makassar selama empat tahun dari tahun 2011 
sampai tahun 2014 dapat dilihat tabel dibawah ini : 
Jumlah Kejahatan terhadap Anak Sebagai Berikut: 









Penganiayaan Anak 28 26 29 14 97 
Pemerkosaan Anak 16 17 11 7 51 
Perkelahian Anak 23 18 13 9 63 
Perzinahan 12 18 13 9 52 
Pemerkosaan 14 18 24 8 64 
KDRT 39 42 33 21 135 
      Sumber Data Polrestabes Makassar 2014  
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 Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa terjadi perbedaan yang 
sangat besar antara kejahatan pemerkosaan anak dan jenis kejahatan 
lainnya yang diterima dikantor kepolisian Polrestabes Makassar. Pada 
jenis kejahatan pemerkosaan anak yang terjadi dari tahun 2011-2014 
berjumlah sebanyak 51 kasus, pada kejahatan penganiayaan yang terjadi 
dari tahun 2011-2014 berjumlah sebanyak 97 kasus, kasus perkelahian 
anak yang terjadi dari tahun 2011-2014 berjumlah sebanyak 63 kasus, 
kasus perzinahan yang terjadi dari tahun 2011-2014 berjumlah sebanyak 
52 kasus, kasus pemerkosaan yang terjadi dari tahun 2011-2014 
berjumlah sebanyak 64 kasus, dan kasus KDRT yang terjadi dari tahun 
2011-2014 berjumlah sebanyak 135 kasus. 
Data tersebut diatas yang telah diuraikan nampaklah bahwa jenis 
kejahatan pemerkosaan anak jumlah kasus yang masuk lebih sedikit bila 
dibandingkan dengan jenis-jenis kejahatan yang lainnya. Hal ini 
disebabkan karena korban merasa malu untuk melaporkannya ke pihak 
kepolisian setempat. 
Dari hasil penelitian tersebut sehingga penulis dapat mengemukakan 
beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan 
pemerkosaan terhadap anak di kota Makassar yaitu sebagai berikut : 
1. Faktor Lingkungan  
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Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh 
dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi 
seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku 
mengatakan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena adanya ajakan 
teman. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan dapat mengubah 
perilaku seseorang menjadi buruk ataupun jahat. Cerdas dalam 
memilih lawann teman bergaul adalah salah satu hal yang perlu 
diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, jangan sampai terjadi 
lagi hal-hal seperti dipaparkan pada tabel 5, dimana mayoritas 
hubungan pelaku dengan korban ternyata adalah teman dekat 
(pacaran) 
2. Faktor Alkohol (Minuman Keras) 
Terjadinya kasus pemerkosaan terhadap anak juga dipengaruhi 
oleh akibat dari meminum minuman beralkohol. Orang yang dibawah 
pengaruh alkohol akan kehilangan daya kontrol terhadap dirinya dan 
dapat melakukan hal-hal yang tak terduga. Hal ini tentunya sangat 
berbahaya apalagi jika yang bersangkutan memang mempunyai 
gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, yang mana apabila ia 
berada dibawah pengaruh alkohol maka itu dapat mengakibatkan 
dirinya tidak mampu lagi menahan hawa nafsunya, sehigga anak 
dibawah umur pun terkadang menjadi korban pelampiasan bahwa 
nafsunya tersebut.  
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Faktor pengaruh alkohol ini juga menjadi alasan salah satu penulis 
bernama Andi Tajir. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis 
dengan pelaku, ia mengatakan bahwa perbuatan perkosaan itu 
dilakukannya setelah ia meminum minuman keras bersama teman-
temannya sehingga tidak mampu lagi mengendalikan dirinya (mabuk) 
3. Faktor Teknologi  
Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi saat ini 
mengalami kemajuan yang sangat pesat tak terkecuali di Polrestabes 
Makassar. Hampir setiap hari kita bersinggungan dengan yang 
namanya teknologi. Dengan adanya teknologi seperti internet maka 
akses informasi tentunya semakin mudah untuk didapatkan. Namun 
yang menjadi masalah adalah ketika teknologi itu malah digunakan 
untuk hal-hal negatif. Internet memudahkan seseorang untuk 
mengakses filmfilm poorno yang pada dasarnya dapat mempengaruhi 
gairah seksual seseorang. Ketika hasrat seksual seseorang tak 
terbendung lagi, terkadang mereka melakukan hal-hal yang buruk dan 
menyimpang, termasuk melakukan terhadap anak dibawah umur. 
 
4. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama 
Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan oleh persoalan 
keharmonisan agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. 
Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan 
Tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin 
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dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika 
seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan 
imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadannya, maka 
seseorang mudah sekali untuk melakukan hal yang buruk. 
Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan 
salah satu pelaku yng bernama Sumailah. Pelaku mengatakan bahwa 
ia melakukan perbuatan tersebut (perkosaan terhadap anak) karena 
khilaf. Ini membuktikan bahwa iman yang dimiliki oleh pelaku sebagai 
orang yang beragama masih sangat lemah. Jadi kurangnya 
pemahaman seseorang terhadap agama akan mengakibatkan kontrol 
sosialnya tidak kuat sehingga mudah melakukan kejahatan.  
 
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemerkosaan Terhadap 
Anak Di Kota Makassar 
Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
pemerkosaan terhadap anak, penulis mencoba untuk mepamarkan 
upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan guna menanggulangi 
kejahatan ini.  
Upaya penanggulangan suatu kejahatan tidaklah udah sepeti yang 
dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya, 
tetapinkita bis meminimalisinya. Tindak kejahatan atau kriminalitas 
tetap ada selama manusia masih dipermukaan bumi ini, kriminalitas 
akan hadir pada segala bentu tingkat kehidupan masyarakat. 
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Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kota 
Makassar, maka selanjutnya akan menguraikan siapa saja yang 
bertanggung jawab dan apa saja yang perlu dilakukan untuk 
menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama tindak pidana 
perkosaan terhadap anak di Kota Makassar. 
1. Upaya Preventif 
a. Individu  
Yang harus dilakukan setiap individu adalah berusaha 
agar tidak menjadi korban kejahatan, khususnya tindak 
pidana perkosaan. Salah satunya yaitu dengan cara tidak 
memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang 
atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan, serta lebih 
mendekatkan diri lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa agar 
tidak mudah tergoda untuk melakukan hal-hal buruk. 
b. Masyarakat 
Kehidupan masyarakat terdiri dari berbagai macam 
karakter individu, sehingga kehidupan masyarakat 
merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dalam 
kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang 
aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau 
kesempatan untuk terjadinya kejahatan, khususnya 
kejahatan dibidang asusila terutama perkosaan terhadap 
anak. 
56 
Pencegahan kejahatan asusila khusunya perkosaan 
terhadap anak harus mulai sedini mungkin oleh setiap 
anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah 
terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu dengan 
menciptakan suasana yang tidak menyimpang dari tataran 
nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Usaha itu dapat 
diawali dengan mempererat tali siaturahmi antar masyarakat 
agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan 
aman.  
c. Pihak pemerintah 
Pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari Negara, 
maka pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang 
yang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggung jawab 
atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan 
tentram. 
Salah satu hal yang dapatdilakukan pemerintah adalah 
mengadakan penyuluhan hukum. Upaya penyuluhan hukum 
sangatlah penting, mengingat bahwa pada umumnya pelaku 
kejahatan, khususnya tindak pidana perkosaan adalah 
tingkat kesadaran mhukumnya masih relatif rendah, 
sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini harapkan 
mereka dapat memahami dan menyadari bahwa perbuatan 
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tersebut melanggar hukum dan mempunyai sanksi atau 
hukuman. 
d. Kepolisian 
Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, 
juga memegang peranan yang sangat penting demi 
terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang 
dilakukan polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan 
diantaranya adalah melakukan patroli rutin untuk  
meningkatkan suasana kemtibmas dalam kehidupan 
masyarakat dan pihak-pihak terkait, memberantas peredaran 
minuman keras, serta rutiin memberikan penyuluhan hukum 
terhadap masyarakat. 
 
2. Upaya Represif 
Selain upaya preventif, juga diperlukan adanya upaya 
represif sebagai bentuk dari upaya penaggulangan kejahatan 
termasuk megenai kasus pemerkosaan terhadap anak. 
Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah 
upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa 
penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku 
kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan. 
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Untuk pihak kepolisian, tindakan tersebut dapat berupa 
pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, 
penyelidikan, penyidik, dan lain sebagainya. 
Sementara bagi phak kejaksaan adalah meneruskan 
penyidik dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan 
majelis hakim pengadilan negeri. 
Kemudian dipihak hakim adalah pemberian pidana maksimal 
kepada pelaku, dengan ini diharapkan agar pelaku dan calon 
pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan 
menjadi takut dan jera untuk megulangi kembali. 
Sementara bagi pihak Lembaga Permasyarakatan 
memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di 
Lembaga Permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, 













A. Kesimpulan  
1) Faktor-faktor yang melatarbelakang terjadinya tindak pidana 
perkosaan terhadap anak di Kota Makassar adalah Faktor 
Lingkungan, Faktor Alkohol, Faktor Teknologi ,Faktor 
Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama 
2) Upaya dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan 
terhadap anak di Kota Makassar adalah : 
a. Melalui upaya menanggulangi tindak pidana perkosaan 
terhadap anak di Kota Makassar adalah : 
b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat 




1) Perlu adanya penyuluhan tentang hukum dan agama yang 
intensif sangat memudahkan masyarakat kearah pengertian 
yang lebih maju dan membawa pula pada kesadaran berpikir 
yang lebih baik. 
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2) Setiap pelaku dapat diberi tindakan yang tegas dan dipidana 
berat agar dapat menjadi pelajaran bagi orang lain yang belum 
melakukannya  
3) Menjalin kerjasama kepada seluruh warga masyarakat agar 
kejahatan pemerkosaan anak dapat segera ditunggalangi. 
Kepada setiap orang tua dan aparat pemerintah yang 
bertanggung jawab terhadap masa depan generasi muda agar 
dapat mengawasi setiap perkembangan dan mengarahkannya 
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